BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini maka
dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam Fasilitas Perjanjian Kredit dengan
jaminan fidusia yang diberikan oleh pihak Bank telah diatur dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang apabila terjadi sengketa atau perbuatan melawan
hukum vyaitu wanprestasi oleh debitur dapat berakibat hukum dengan
dihentikannya Perjanjian Kredit dan memerintahkan kepada debitur untuk
mengembalikan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
dalam Perjanjian Kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Pertimbangan hukum dari Hakim yaitu Debitur sebagai Tergugat dalam posisi
perkata yang telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran
angsuran kendaraan bermotor yaitu sebuah mobil sebagai akibat karena tahun
pembuatan mobil tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang disebutkan tahun
pembuatannya adalah tahun 2012 berbeda dengan tahun pembuatan dari objek
jaminan fidusia tersebut yaitu tahun 2011 akibatnya debitur tidak melaksanakan
kewajibannya untuk membayar angsuran kendaraan bermotor dengan lancar
berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disetujui oleh Para Pihak sehingga
memerintahkan kepada debitur untuk menyelesaikan pembayaran angsuran
berupa cicilan pokok, bunga dan denda keterlambatan.

3. Putusan Hakim dalam perkara perdata melalui Perjanjian Kredit Kendaraan
Bermotor didasari oleh pertimbangan terjadinya wanprestasi sehingga eksepsi
yang didalilkan oleh konsumen sebagai debitur ditolak dengan alasan Perjanjian
Fasilitas Kredit Nomor 02540PKA001543 tanggal 21 Mei 2012, dan Sah dan
Berharga Surat Aksep N0.02540EQA000010 tanggal 21 Mei 2012 adalah sah
yang telah disepakati oleh Para Pihak tanpa harus melibatkan pihak lain yang

tersebut dalam pokok perkara.
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5.2 Saran
1. Bagi debitur agar lebih teliti dalam melakukan pengecekan fisik terhadap
jaminan fidusia kendaraan bermotor sebelum dilakukannya Perjanjian Kredit
dengan pihak Bank agar tidak menimbulkan dampak kerugian bagi debitur.
2. Bagi pihak Bank seharusnya dapat lebih selektif dalam mempertimbangkan
untuk pemberian kredit dengan memperhatikan pada aspek-aspek kelayakan

dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor.

UPN " VETERAN' JAKARTA





